BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 53 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG

TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 A Peraturan Menteri

Mengingat:

1.

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami
keterlambatan kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap
bulan  setinggi-tingginya sebesar seperduabelas  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya
untuk keperluan belanja yang bersifat tetap seperti belanja
pegawali, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari;

bahwa berdasarkan Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, pengeluaran kas yang mengakibatkan beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dapat dilakukan sebelum
rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran
daerah kecuali untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja

yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala
daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang
Tahun Anggaran 2014;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
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10.

11.
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13.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012
Perubahan Keempat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 32);



14.
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Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Penindakan
di Bidang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3628);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan
Sanksi Administrasi di Bidang Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3629);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1996 tentang Izin
Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3630);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Layanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5351);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, FTambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161); ~
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit
Kecamatan (PD BPR BKK) di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009
tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas
69 Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2009 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2010
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Magelang
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2010 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2010
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten

Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011
Nomor 7).
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45.
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48.

49.
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Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2012 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2012 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar
Muntilan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012
Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013
tentang Penyertaan Modal pada BUMD Kabupaten Magelang
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2013 Nomor 13);
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2013
tentang Pembantukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar

Secang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013
Nomor 14).

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/387/2013 tentang
Pengesahan Rancangan Peratutaran Bupati Magelang tentang
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

a. pendapatan
b. belanja

Rp.1.425.612.351.110,00
Rp.1.156.212.309.098,00
Surplus/ (Defisit) Rp. 269.400.042.012,00




c. pembiayaan

1. penerimaan Rp. 101.347.082.891,00
2. pengeluaran Rp. 55.795.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. 45.552.082.891,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 314.952.124.903,00

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 2

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. pendapatan asli daerah sejumlah Rp. 110.387.925.703,00
b.dana perimbangan sejumlah Rp.1.067.666.510.985,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 247.557.914.422,00

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan :

a. pajak daerah sejumlah Rp. 55.467.817.000,00
b. retribusi daerah sejumlah Rp  28.854.583.000,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan sejumlah Rp. 10.293.395.813,00
d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

sejumlah Rp. 15.772.129.890,00

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :
a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

sejumlah Rp. 37.560.593.985,00
b.dana alokasi umum sejumlah Rp. 965.124.427.000,00
c. dana alokasi khusus Rp  64.981.490.000,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. pendapatan hibah dari pemerintah sejumlah Rp. 1.828.888.550,00
b.dana bagi hasil pajak dari provinsi sejumlah Rp. 58.865.829.632,00

c. dana penyesuaian dan otonomi daerah Rp. 164.053.297.240,00
d. bantuan keuangan dari provinsi atau dari
pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 22.809.899.000,00
Pasal 3

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. belanja tidak langsung sejumlah Rp. 973.958.670.880,00
b. belanja langsung sejumlah Rp. 182.253.638.218,00

Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :

a. belanja pegawai sejumlah Rp. 865.590.746.880,00

b. belanja hibah sejumlah Rp. 7.376.690.000,00

c. belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 3.007.500.000,00

d. belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/
kota dan pemerintah desa Rp. 1.447.089.000,00



(1)

(2)

e. belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 92.036.645.000,00
f. belanja tidak terduga sejumlah Rp. 4.500.000.000,00

Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja :

a. belanja pegawai sejumlah Rp. 17.193.707.200,00

b. belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 117.441.328.954,00

c. belanja modal sejumlah Rp. 47.618.602.064,00
Pasal 4

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

a. penerimaan sejumlah : Rp. 101.347.082.891,00

b. pengeluaran sejumlah Rp. 55.795.000.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya sejumlah Rp. 97.137.082.891,00
b. pencairan dana cadangan Rp. 4.000.000.000,00
c. penerimaan kembali pemberian pinjaman
sejumlah Rp. 210.000.000,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. pembentukan dana cadangan | Rp. 46.000.000.000,00
b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
sejumlah Rp. 9.585.000.000,00
c. pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 210.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ' '

Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2014

Pasal 6

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran

satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
~ undangan.



gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
upati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO
iundangkan di Kota Mungkid

. pada tanggal

| Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
f ASISTEN EKONOMT PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

AGUNG TRIJAYA

| BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 SERI A NOMOR o




